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ABSTRAK

Dalam hukum Islam dan Perundang-undangan membolehkan perkawinan
poligami dengan syarat yang cukup ketat bagi yang ingin melakukannya, yakni
adil terutama dalam membagi harta (materi) dan cinta. Bahwa seorang laki-laki
yang melakukan perkawinan poligami harus mampu mencukupi nafkah istri-istri
dan anak-anaknya, serta mampu berbuat adil. Mempunyai penghasilan yang dapat
menjamin kesgahteraan istri-istri dan anak-anaknya dapat dibagi dua keluarga
secara seimbang

Pada kenyataanya Suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran
mempunyai latar belakang penghasilan yang tidak menentu dan kurang bisa
menjamin kebutuhan atau kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya, sehingga
kemampuan suami dalam membagi nafkah untuk dua keluarga sangat minim. Hal
ini menyebabkan istri-istri harus bekerja di luar rumah untuk mencukupi
kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, kurangnya kesiapan yang dilakukan oleh
suami yang ingin melakukan perkawinan poligami baik secara materi maupun
bathiniah, akan banyak menimbulkan kesengsaraan bagi istri-istrinya

Berangkat dari fenomena di atas, memberikan daya tarik tersendiri bagi
penyusun untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana praktek pemberian
nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran, kemudian dikorelasikan
dengan pandangan hukum Islam dan Perundang-undangan terhadap praktek
pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran.

Berangkat dari permasalahan di atas penyusun melakukan penelitian
lapangan (field research). Sifat penelitian deskriptif analitis yang memberikan
gambaran kejadian kemudian menganalisis. pengumpulan data berupa observasi,
wawancara dan dokumentasi, pendekatan masalah mengunakan normatif mengacu
pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an as-Sunnah dan yuridis pada
Perundang-undangan yang ada di Indonesia penulis mengunakan Undang-undang
No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilas Hukum Islam (KHI).
Analisis data mengunakan deduktif induktif .

Dari hasil penelitian pada masyarakat Kecamatan Paciran yang melakukan
perkawinan poligami, suami kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah secara
materil maupun bathiniah. Dari 6 (enam ) keluarga, 4 (empat) di antaranya tidak
mampu memenuhi kebutuhan secara materil, karena mempunnyai penghasilan
yang tidak menentu, secara bathiniah tidak mampu menyeimbangkan pembagian
waktu gilir antar istri-istrinya. Dua keluarga dari pasangan poligami ada yang
mampu mencukupi secara materil tetapi tidak mampu mencukupi secara
bathiniah. Secara normatif maupun yuridis para pelaku poligami dalam memberi
nafkah tidak memenuhi konsep syarat poligami dan kurang bisa menjamin
kesgjahteraan istri-istrinya.
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PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yangsakinnah, mawaddah, wa rahmaterupakan harapan
dari semua manusia. Sebagai manusia yang normal pastinya secara naluri
menginginkan melakukan suatu pernikahan, karena pernikahan sendiri bisa
dikatakan hukum alam yang sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan
untuk berpasang-pasangan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara seorang pria dan
wanita di mana pelaksanaan perkawinan akan mengakibatkan hak dan
kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami istri dalam rumahtangga
harus diartikan secara timbal balik bahwa apa yang menjadi kewajiban suami
adalah merupakan hak dari istri, demikian sebaliknya apa yang menjadi
kewajiban istri adalah hak dari suami

Dalam kondisi tertentu Islam memperbolehkan poligami dengan
batasan empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, maupun
dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, bersifat kebendaan tanpa
membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin. Bila suami
khawatir berbuatalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka,
maka ia diharamkan berpoligami, sebagaimana disebutkan dalam firman

Allah.

! Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan “Undang-
undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawihaet.l (Yogyakarta:Libert) 4AY ) him 96.

1
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Ayat di atas menjelaskan jika seorang laki-laki merasa yakin tidak

dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka -carilah
perempuan lain. Para ulama sepak@hwa siapa yang yakin dapat berbuat
adil terhadap anak-anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi
wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia
dibolehkan menikah dengan perempuan lain. Berlaku adil yang dimaksud
adalah perlakuan yang adil dalam melayani istri, seperti, pakaian, tempat,
giliran yang bersifat lahiriaf.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa suami yang
mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan
biaya hidup kepada masing-masing istetial itu diatur juga dalam Undang-
undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tempat kediaman bagi
suami-ister], serta kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala
keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemamptfannya

Masyarakat yang berada di Kabupaten Lamongan, khusunya di

Kecamatan Paciran, merupakan masyarakat santri dibandingkan dengan

> An-Nisa’ (4):3.

% Slamet Abidin dan H.AminudinFigh Munakahat | cet.| (Bandung: Pustaka Setia,
1999) him.132.

* Pasal 82 ayat (1) .
® Pasal 32 ayat (1) ddr®).
® Pasal 34 ayat( 1).



masyarakat yang lain, salah satu penyebabnya karena di daerah tersebut
terdapat seorang wali yaitu Sunan Drajat, sehingga sampai sekarang
berkembang nuansa Islaminya. Dapat dilihat dari profesi dan pola pikiranya
cenderung agamis dan fanatik, profesi sebagai da’i dan ustad sudah bukan hal
yang aneh, karena sebagian penduduk berprofesi tersebut.

Dari pengaruh profesi dan pola fikir mereka maka sunnah yang
dilakukan rasulullah dalam Perkawinan poligami mereka laksanakan, tanpa
mengetahui konsep syarat yang harus terpenuhi. Suami yang melakukan
poligami bukan hanya dialangan menengah laas saja, tetapi kalangan
menengah ke bawah juga berani untuk melakukannya, tanpa mengukur
kemampuan secara materil.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan di Kecamatan Paciran,
pernikahan poligami ada yang dilakukan secara resmi melalui perizinan
Pengadilan Agama, dan ada juga yang melakukannya tanpa melaui prosedur
yang resmi. Berdasarkan data yang terdapat pada buku laporan tahunan KUA
Kecamatan Paciran tahun 2009-2010, hanya 2 keluarga yang tercatat sebagai
pasangan poligami secara resmi, artinya melalui proses Peradilan Agama.
Pernikahan tanpa melalui prosedur yang benar mempengaruhi pola hidup
rumah tangga pasangan yang berpoligami, karena tidak adanya suatu legalitas
dalam perkawinan, maka hak-hak istri yang harus terpenuhi tidak dapat
terjamin, disebabkan tidak adanya hukum yang mengikat.

Pada kenyataannya, bahwa apabila terjadi perkawinan kedua, ketiga,

atau keempat akan terjadi ketidak seimbangan cinta dan kasih dan hal



membagi nafkah sayang kepada istri-istrinya, karena terbatasnya kemampuan
seorang suami dalam memenuhinya. Hal tersebut dapat menimbulkan
kecemburuan dan konflik di antara istri-istrinya.

Penulis melakukan penelitian 6 pasangan poligami di dua desa
Kecamatan Paciran, dikhususkan pada Desa Sendangagung 4 orang dan Desa
Sumugayam 3 orang, dikarenakan terbatasnya perzinan yang diberikan oleh
pihak Kecamatan, dan banyaknya perkawinan poligami yang dilakukan di luar
Kecamatan, dan yang paling penting bahwa sebagian suami yang melakukan
perkawinan poligami di dua Desa tersebut mempunyai latar belakang
pekerjaan sebagai petani dan buruh bangunan yang penghasilannya didapat
permusim, yang dihasilkan dengan tidak menentu dan kurang bisa menjamin
kebutuhan atau kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya. Menuntut para istri
bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, karena suami kurang mampu
membagi untuk dua keluarga, sehingga tidak dapat memberikan secara
maksimal. Secara ekonomi para pelaku poligami tidak memungkinkan untuk
melakukan perkawinan poligami, sehingga banyak istri-istri yang
ditelantarkan sehingga menimbulkan penderitaan bagi mereka.

Berangkat dari sinilah penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih
lanjut mengenai praktelpemberian nafkah suamyang berpoligamidi
KecamatanPaciran, seberapa besar mereka mampu melakukan tanggung
jawabnya dalam memenuhi kebutuhan nafkah istri-istrinya, bukan hanya istri
yang pertama yang harus dipenuhi kebutuhannya, tetapi juga istri-istri yang

lain harus terpenuhi kebutuhan nafkahnya, sesuai dengan syarat ketentuan



dalam perkawinan poligami. Bahwa suami harus mampu memberi jaminan
terhadap kesejahteraan istri-istrinya. Untuk mengetahui bagaimana pandangan
hukum Islam dan Perundang-undangan, terhadap nafkah suami yang
berpoligami, kemudian dikorelasikan dengan praktek pemberian nafkah suami

yang berpoligamii KecamatariPaciran

B. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang
menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan
Paciran, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Perundang-undangan terhadap

praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk menjelaskan praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami
di Kecamatan Paciran.
b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan perundang-undangan
terhadap nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran
2. Kegunaan
a. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap

masyarakat Kecamatan Paciran, agar dalam melakukan perkawinan



mengikuti aturan-aturan/syarat-syarat baik menurut hukum Islam
maupun Perundang-undangan.

b. Sebagai sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya,
dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum positif serta ilmu hukum

Islam bidang perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melangkah lebih jauh dalam permasalahan ini, terlebih
dahulu penyusun melakukan penelusuran pada beberapa karya tulis yang
masih ada relefansinya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi
ini. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan
perkawinan poligami, yang menyangkut tentang pemenuhan nafkah terhadap
istri-istrinya, yang telah dituangkan dalam beberapa penelitian.

Di dalam skripsi karya Hidayah Khusnul Khotimah berjudul “Konversi
Nafkah Batin Dengan Materi Dalam Keluarga Poligami (Sebuah Tinjauan
Hukum Islam)”, dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan poligami suami
harus mampu berbuat adil antaranya adalah dalam pembagian nafkah, baik
nafkah lahir maupun batin, apabila seorang suami yang mempunyai keinginan
untuk mengganti nafkah batin dengan materi yang berupa uang atau barang
harus dengan kesepakatan kedua pihak dan kerelaan dari pihak istri,
kesimpulanya apabila ada kesepakatan antara suami isteri dalam konversi
nafkah batin dan materi dalam keluarga poligami, maka menurut hukum Islam

dapat dilakukan jika terdapat kerelaan dari masing-masing pihak dan tidak ada



unsur paksaah. Perbedaan dengan skripsi yang penyusun tulis bahwa
pemberian nafkah baik materi maupun batin terhadap istri yang seimbang
merupakan tanggung jawab seorang suami yang menjadi syarat mutlak dalam
perkawinan poligami baik dalam hukum Islam maupun Perundang-undangan,
walaupun istri rela tidak dipenuhi salah satu nafkahnya.

Di dalam skripsi karya Sani Wahyudin berjudul “Poligami Dengan
Dasar Nafkah Ditanggung Istri (Studi Kasus Di Desa Roworejo Kecamatan
Kebumen Kabupaten Kebumen)”, dijelaskan bahwa nafkah ditangung istri
lebih banyak berdampak negatif dari pada dampak positifnya. Dampak
negatifnya adalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang ditimbulkan
ketidak adilan dalam keluarga, tetapi menurut hukum Islam model poligami
dengan nafkah ditanggung istri itu diperbolehkan dan sah menurut hukum
Islam® Perbedaan dengan skripsi yang penyusun susun bahwa menurut
Perundang-undangan dan hukum Islam seorang suami yang ingin berpoligami
harus mampu secara materi, dapat menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan
menyeimbangkan keadilan dalam perkawinan poligami, jika seorang suami
melalaikan kewajibanya dengan tidak memenuhi keperluan hidup istrinya,

maka berhak mengajukan gugatan ke peradilan agama.

7 Hidayah Husnul Khotimah,”Konversi Nafkah Batin Dengilateri Dalam Keluarga
Poligami (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)”, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2005}idak diterbitkan.

® sani Wahyudin“ Poligami Dengan Dasar Nafkah Ditamgglstri (Studi Kasus Di Desa
Roworejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Keb)miskripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakartd2007) tidak diterbitkan.



Di dalam skripsi karya M. Yusuf Amin Nugroho “ Kemampuan Suami
Memberi Nafkah Sebagai Syarat Poligami (Studi Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2004)”, dijelaskan bahwa, dari sepuluh
putusan perkara poligami di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2004
terdapat dua putusan yang belum sesuai dengan hukum Islam, yakni putusan
nomor: 570/pdt.G/2004.wsb. dan Nomor: 928/Pdt.G/2004.Wsb. Dalam dua
buah putusan tersebut penghasilan suami masih terbilang kecil dan
diperkirakan tidak mampu memberi nafkah untuk dua orang istri.
Dikabulkanya dua putusan tersebut karena hakim Pengadilan Agama
Wonosobo lebih memfokuskan pertimbangan pada alasan pemohon ketika
mengajukan permohonan, dan kesediaan istri untuk dimadu. Kesimpulan
kedua dalam menentukan mampu tidaknya suami memberi nafkah hakim
Pengadilan Wonosobo tidak mempunyai standar yang ‘pa&ibedaan
dengan skripsi yang penyususn susun, bahwa dalam melakukan perkawinan
poligami tidak hanya mempertimbangkan syarat alternatif saja, teapi syarat
kumulatif juga harus dipenuhi oleh pelaku poligami yaitu adanya kepastian
bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup dan berlaku adil terhadap
istri dan anak-anak mereka.

Di dalam skripsi karya Neneng Amriatul Hasanah“ Problematika Istri
Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Dsn. Mangunjaya Ds.

Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap)tijelaskan bahwa, ada

° M. Yusuf Amin Nugroho, “Kemampuan Suami Memberi NatfkSebagai Syarat
Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2004)”, skripsi Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarf2006) tidak diterbitkan.



beberapa sebab yang mempengaruhi persoalan tersebut. Pertama, para istri
merasa tidak cukup dengan penghasilan suami terutama masalah keuangan.
Kedua, kurangnya rasa tanggung jawab suami dalam mencari nafkah. Ketiga,
suami memang benar-benar kurang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan
yang diperlukan dalam keluarga. Keempat, adanya gaya hidup yang
menonjolkan segi materi, sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial dalam
masyarakat terutama dari kalangan istri. Adapun dampak dari istri mencari
nafkah adalah ketidak jelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, hak
seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, ketimpangan peran.
Akibatnya anak kurang diperhatikan dan istri tidak taat lagi kepada $tami.
Perbedaan dengan skripsi yang penyususn susun, bahwa kemampuan seorang
suami dalam berpoligami diukur dari seberapa besar kemapuan dalam
memenuhi konsep syarat dalam perkawinan poligami, terutama pemenuhan
kebutuhan istri-istrinya adanya jaminan kesejahteraan mereka.

Menurut Inayah Rohmaniyah “Poligami Dalam Perundang-undangan
Di Indonesia” ketentuan hukum vyang disusun tanpa memperhatikan
kepentingan dan hak asasi perempuan sebagai individu yang otonom, yang
menjadi subyek dari hukum yang berkaitan dengan diri dan kehidupanya.
Perempuan yang mengalami kekerasan poligami resmi apalagi sirri, sangat
rentan mengalami ketidak adilan lemahnya posisi mereka yang dipoligami

selanjutnya berdampak pada pola ketergantungan dan marginalisasi

' Neneng Amriatul Hasanah “Problematika Istri Seb&gaicari Nafkah Keluarga (Studi
kasus di Dsn. Mangunjaya Ds. Kertajaya, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap)”, skripsi Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) tidak diterbitkan.
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perempuan terhadap laki-laki, baik dalam ekonomi, keputusan keluarga

maupun yang laiit Perbedaan dengan skripsi yang penyususn susun, bahwa

seorang suami yang melakukan poligami harus mempunyai tujuan yang jelas,
salah satunya kebahagian keluarga merupakan perioritas utama, dengan
memenuhi semua kebutuhanya, memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Hal

tersebut merupakan syarat-syarat dari perkawinan poligami.

Dari beberapa penelitian yang telah penyusun pelajari, pada
kesimpulannya membahas tentang konsep adil yang dimaksud dalam syarat
diperbolehkanya poligami yaitu adil dalam memberikan nafkah lahir maupun
bathin, serta membahas tentang pengalihan peranan istri dalam pencari nafkah
yang lebih menekankan pada faktor dan akibat yang akan ditimbulkan ketika
suami tidak mampu menjalankan perananya sebagai pencari nafkah.

Setelah menelaah karya-karya tersebut maka yang membedakan
dengan skripsi yang penyusun susun dengan skripsi lain yaitu membahas
mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh suami, jika
seorang suami tidak mampu memenuhi konsep-konsep syarat dalam
perkawinan poligami yang dikhususkan pada pemberian nafkah. Hal tersebut
merupakan kelalaian yang dilakukan oleh suami dan kurangnya
mempersiapkan diri sebelum melakukan perkawinan poligami, terutama

dalam segi materil.

' Inayah RohmaniyahPoligami Dalam Perundang-undangan Di Indonesiusawa (
Jurnal Studi Jender dan Islam), No. 1 Vol. | (2002).
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E. Kerangka Teoretik

Dengan adanya Islam, poligami yang tak terbatas ditetapkan menjadi
empat istri, dengan persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang
dikenakan, terutama harus berbuat adil kepada para istri-istrinya. Adil di sini
berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri terutama dalam hal
materi, seperti menyediakan rumah, pakaian, makan, minum, bermalam, serta
hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan yang masih mungkin diusahakan

agar tidak keluar dari kemampuan manusia.

Firman Allah dalam a@Qur’an

s iy e elull (e oSl Cllale | 5aSi U i) d ) gdasd W s )
) g gr Wl @l a5 Lal Sl gl Bas) 68 1 slasV Qida o\
Pembolehan menikah lebih dari satu orang adalah merupakan suatu
perkecualianDi samping itu pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-
pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.
Mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang sangat pokok ddalah:
a. Yang berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah

b. Yang berupa non materi, yaitu mempergauli isteri dengan sebaik-baiknya

dan melaksanakan keadilan di antara isteri-isteri apabila

2 An-Nisa’ (4):3

 Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawin@akarta: Pedoman llmu Jaya,
1989), him.128.
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c. Menikah dengan wanita lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga
kehormatan isteri-isteri dan mengatur hubungan seksual antara suami
isteri.

Firman Allah dalam al-Qur'an mengenai kewajiban memberi nafkah:

Y sl oS s Ogle Vst (g sl Vg aSan g (el s (e 0 53S0
Looaily mosal oasls oIl (8 Gelea Gramy s Ogle | 8ils Jea

NTB S PP VSN R SRS ) PR POt

lelle V) Lt i) Y ) asllan (3608 43 5 ) anle )0 e s Al (e da 9 (580
P e 3l Jaau
Para ahli fikih berpendapat, bahwa suami wajib suami memberi nafkah
kepada isteri-isteri mereka menurut cara yang patut, dan tidak ada seorangpun
di antara mereka (suami) mengingkaritfya
Adapun dasar kewajiban nafkah dalam hadis Rasulullah SAW adalah

sebagai berikut:

fale. Uiaa) gy Gale el sl <l 4] o padill &y slae 0 a0

C-IMYJ da gl i W g i) gl S A W oS g Crarda 13) Lgandat o) ;8

Vo) BV ey

4 At-Talaq (65):6.
At-Talaq (65): 7.

' Kamal Muhtar,Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawjneet. | ((Jakarta : Bulan
Bintang, 1974) him 131.
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Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa yang termasuk dalam
kebutuhan pokok adalah pangan, sandang, dan tempat tinggal, sedangkan ahli
fikih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan saja,

Mengingat banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh
keluarga. Maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan kebutuhan pokok
minimum itu adalah pangan, sedang kebutuhan-kebutuhan yang lain
disesuaikan dengan kemampuan dari orang-orang Yyang berkewajiban
memenuhinya.

Hak dan kewajiban dalam nafkah agak berbeda dengan hak dan
kewajiban pada umumnya, karena dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

a. MenurutHanafi dasar untuk menetukan urutan orang-orang yang berhak
dan berkewajiban memberi nafkah adalah hubungan m&hram

b. MenurutSyafi'i adalah hubungan keturunan. Menusatmbali hubungan
waris mewarist?

c. MenurutAl-Jashshah poligami hanya bersifat boleh, kebolehan ini juga
disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil diantara para istri. Untuk
Menggukur keadilan, termasuk material seperti tempat tinggal, pemberian
nafkah, pakaian dan sejenisnya kedua kebutuhan non materil, seperti kasih

sayaang.

7 Abli Dawud SulaimanSunan Abz Dawud, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994, 11:212, Hadis
NomorX\£Y, | “Kitab an-Nikall 3ia)l e z 530 G 8 Gl

¥ Kamal Muhtar,Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawicet.lll (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), him 131.

19 |bid,. him 127.
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d. MenurutSayyid Qutulberkata bahwa poligami merupakan rukhsah, maka
hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak.
Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap isteri-
isteri. Keadilan disini dituntut dalam bidang nafkah, mu’amalah,
pergaulan, serta pembagian mafdm.

Mengenai kewajiban suami-isteri ini diatur dalam Undang-Undang No.

1 Tahun 1974tentang Perkawinan Pasal 34 yang pada dasarnya adalah

sebagai berikut*

1. Melindungi isterinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup
rumah tangga sesuai dengan kemapuanya.

2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada pengadilan
Mengenai kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang diatur

dalam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasaf82.

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi
tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara
berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung
masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian.

2. Dalam hal para isteri rela ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya
dalam satu tempat kediaman.

20 Khoirudin Nasution, Riba dan Poligami “Studi Pemikiran Muhammad Abdcst. | (
Yogyakarta: Academia, 1996) him 86 dan 90.

! Ayat (1) dan (2) (3).
2 Ayat (1) dan (2).



15

F. Metode Pendlitian

Dalam penyusunan skripsi tentang penyimpangan kewajiban nafkah
suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran. Penyusun menggunakan
metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penyusunan skirpsi ini didasarkan pada penelitian lapanfigd (
research®. Penyusun lebih cerderung memasukan jenis penelitian ini ke
dalam studi kas@§ atau penyusun melakukan observasi secara langsung
ke lapangan untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah,
mengenapelaksanaan praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di
Kecamatan Paciran dikhususkan dua desa Sendangagung dan Sumurgayam
karena dua desa tersebut memepunyai penduduk yang paling banyak
melakukan perkawinan poligami dan karena terbatasnya perijinan dari
Kecamatan.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan ialah deskrip@ihalitis, yaitu
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau
gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap gejala

itu.>®> Dalam skripsi ini penyusun mengambarkan bagaimana praktek

*® Field Researctadalah suatu jenis penelitian dengan cara mengambil data dilapangan,
daerah atau lokasi yang telah ditentukan agar mendapat data yang nyata dan benar. Lihat Moh.
Nazir, Metode Penelitiancet. IV, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), him. 66

**Bambang SuggondJletode Penelitian Hukuntet. Il (Jakarta:Grafindo Persada,1998),
him. 42.

% Masri Singarimbun dkkMetode Dan Proses Penelitigdakarta: LP3ES. 1989), him.
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pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran,

kemudin hasil dari penelitian tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam

dan Perundang-undangan.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi, seperti yang dikatakkerlinger bahwa dalam mengamati
bukan hanya melihat obyek, tetapi mengobservasi adalah suatu istilah
umum mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan
dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukurnya, dan
mencatatnya. Observasi adalah suatu usaha sadar untuk
mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan
prosedur yang berstanddrDengan mengukur tingkat kemampuan
para suami yang melakukan perkawinan poligami yang ada di
Kecamatan Paciran, mengenai kemampuan dalam pembagian nafkah
terhadap keluarga , baik terhadap istri pertama maupun kedua

b. Wawancara dengan cara mengadakan interviu terpimpin yang
dilakukan dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan
terperinci. Wawancara dilakukan dengan informan yang banyak
mengetahui obyek penelitian, suami yang berpoligami, istri yang
dipoligami, pegawai KUA,dan tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan perkawinan pada

masyarakat Kecamatan Paciran, di KUA setempat.

?® Suharsimi ArikuntoMetodologi Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek
IX ( jakarta: Rineka Cipta), him. 223.
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4. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai
,baik yang bersumber pada@is’an dan as-Sunnah maupun norma-
norma yang berlaku dimasyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat
diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga
dapat menilai tentang praktek pemberian nafkah suami yang
berpoligami pada masyarakat Kecamatan Paciran menurut hukum
Islam.

b. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan
Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Undang-undang No 1
tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini
bermaksud untuk menganalisis terhadap praktek pemberian nafkah
suami yang berpoligami, kemudian dicoba didekati dengan mengambil
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan.

5. Analisis Data

a. Deduktif yaitu metode ini berdasarkan pada ketentuan yang bersifat
umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khd5Buna
memberikan penilaian dengan menggunakan hukum Islam dan
Perundang-undangan, mengenai praktek pemberian nafkah suami yang
berpoligami di Kecamatan Paciran, kemudian penyusun menganalisis

dan merumuskan secara spesifik mengenai sasaran pembahasan.

27 Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitan Suatu Pendekataflakarta: Rineka
Cipta,1991), him. 59.
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b. Induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta
yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian peristiwa atau fakta-
fakta yang khusus tersebut ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat
umum?® Dalam hal ini menjelaskan praktek pemberian nafkah suami
yang berpoligami di Kecamatan Paciran, serta bagaimana pemecahan

permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian skripsi disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab.
pembahasanya yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab
sistematikanya sebagai berikut:

Pada Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan
kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika
pembahasan.

Bab kedua, penulis membahas tentang tinjauan umum poligami
dan kewajiban nafkah suami berisi tentang, pengertian poligamidasar
hukum berdasarkan hukum Islam dan Perundang-undangan, Syarat-syarat dan
Alasan poligami menurut hukum Islam dan Perundang-undangan, tentang
nafkah, yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, bentuk dan
ukuran pemenuhan nafkah berdasarkan hukum Islam dan Perundang-

undangan, selanjutnya kewajiban suami yang berpoligami di dalamnya

%% Sutrisno Hadi Metodologi Researci{Yogyakarta: Andi Offet, 1989), him 42.
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meliputi kewajiban suami memberi nafkah secara ekonomi (materi) dan
kewajiban suami berlaku adil (non materi) berdasarkan hukum Islam dan
Perundang-undangan.

Bab ketiga, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan,
maka akan dijelaskan mengenai Praktek Pemberian Nafkah Suami Yang
Berpoligami di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pembahasan bab
ini meliputi diskripsi wilayah Kecamatan Paciran, bagian pertama akan
dijelaskan tentang kondisi geografis dan demografis, bagian kedua akan
dijelaskan tentang kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Paciran, bagian
ketiga akan dijelaskan tentang kondisi sosial keagamaan masyarakat,
selanjutnya akan dibahas tentang pelaksanaan perkawinan poligami di
Kecamatan Paciran, Praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di
Kecamatan Paciran.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap praktek pemberian
nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran, Analisis berdasarkan
hukum Islam terhadap nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran,
serta analisis berdasarkan Perundang-undangan terhadap nafkah suami yang
berpoligami di Kecamatan Paciran.

Bab kelima, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan mulai
bab pertama sampai bab keempat. Kesimpulan merupakan tujuan akhir dari

penelitian, bab ini juga berisi tentang saran-saran kepada pihak-pihak terkait.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyak suami yang berpoligami mempunyai penghasilan yang relatif
minim dari 6 (enam) pasangan poligami 4 di antaranya memberikan
nafkah dengan tidak menentu yang menggakibatkan istri para pelaku
poligami mencari penghasilan dengan bekerja di luar rumah, karena
penghasilan suami tidak mampu mencukupi kebutuhan. Dua keluarga
pasangan poligami di antaranya mampu mencukupi nafkah kebutuhan
istri-istrinya secara materil, tetapi tidak mampu mencukupi secara
bathiniah terhadap istri-istrinya.

2. Dalam pandangan hukum Islam terhadap praktek pemberian nafkah suami
yang berpoligami di Kecamatan, para pelaku poligami tidak mampu
memenuhi unsur-unsur syarat poligami dalam hukum Islam, bahwa suami
yang berpoligami tidak mempunyai kekayaan yang cukup karena
mempunyai latar belakang penghasilan yang minim, sehingga tidak
mampu menyeimbangkan hak-hak istri baik secara lahiriah maupun
bathiniah. Dalam Perundang-undangan, para pelaku poligami di
kecamatan paciran 4(empat) di antaranya tidak mampu memenuhi syarat

poligami, tidak mampu menjamin kesgahteraan istri-istrinya. dua pelaku

87
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poligami ada yang mampu secaar materil memenuhi unsur-unsur Syarat
poligami sesuai dengan Perundang-undangan.
B. Saran-saran

1. Hendaknya para ulama setempat memberikan pengarahan dalam hukum
Islam serta berbagai macam akibat yang terjadi dalam pernikahan
poligami.

2. Hendaknya pemerintah memperhatikan dan menangani masalah praktek
poligami dengan segala implikasinya dalam fonomena sosia, agar
poligami tersebut tidak dilakukan secara legal hanya karena tidak
memenuhi salah satu syarat alternatif yang ada dalam Undang-undang
Perkawinan.

3. Hendaknya KUA lebih memperketat tentang perizinan poligami,
memeriksa terlebih dahulu terutama masalah penghasilan. KUA
seharusnya lebih perduli pada fenomena sosial yang ada, tidak hanya
melakukan sesuatu yang berhubungan dengan administrasi saja.

4. Agar syarat-syarat poligami  betul-betul diperhatikan baik oleh
pelaku/lebih-lebih pejabat peradilan agama (PA)

5. Kepada seluruh suami yang berada di Kecamatan Paciran, apabila dalam
keadaan darurat yang mengharuskan melakukan perkawinan poligami,
maka harus memperhatikan konsep-konsep syarat poligami baik dalam
hukum Islam maupun Perundang-undangan, terutama memperhatikan

syarat berupa meteril.
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